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Pajak Nomor
: Put.50500/PP/M.IIB/16/2014

Jenis Pajak : Pajak Pertambahan Nilai
Tahun Pajak : 2009
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Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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No Rincian Sengketa DPP PPN Nilai Sengketa (Rp)
1 Koreksi Negatif DPP PPN atas Ekspor menjadi Penjualan Lokal (6.767.506.892)
2 Koreksi DPP PPN atas Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut 

sendiri
11.595.691.388

Jumlah 4.828.184.496
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dokumen untuk Pemohon Banding sehingga Pemohon Banding tidak 
mempunyai asli dokumen tersebut
;

Menurut 
Majelis

: b
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bahwa Koreksi Negatif penjualan ekspor dari hasil pengujian Fiskus terhadap sumber-sumber yang baik dalam buku besar hutang-piutang Rekening 
Koran, Purchase Order, Faktur Penjualan serta bukti potongan penjualan, berdasarkan penelitian terhadap rekening Cooperative Business 
International yang beralamat di jalan Sugiyopranoto Gg III no 1 Klaten atau order pembeliannya melalui CBI dan bukan dengan Pemohon Banding 
dan didukung pula dari dokumen pelunasan pembayaran yang menunjukkan pembayaran dari customer luar negeri kepada CBI melalui rekening CBI 
pada Rabobank, sehingga penjualan sebenarnya bukanlah ekspor melainkan penjualan lokal;

bahwa customer luar negeri melunasi pembayaran atas barang pesanan kepada CBI melalui rekening Rabobank a.n CBI selaku penjual barang,  
selanjutnya CBI melunasi pembayaran atas pesanan furniture/handicraft kepada Pemohon Banding melalui rekening CIMB Niaga Valas USD a.n.  
Pemohon Banding;

bahwa Terbanding (Pemeriksa) tidak menemukan adanya pelunasan piutang atas penjualan ekspor dari pembeli, sehingga penjualan Pemohon 
Banding yang dikirimkan kepada customer luar negri yang membeli barang melalui CBI tidak dapat digolongkan sebagai transaksi ekspor,  
melainkan transaksi lokal dimana Pemohon Banding menjual furniture/handicraft kepada CBI yang merupakan BUT yang beralamat di jalan 
Sugiyopranoto GG III No 1 Klaten yang terdaftar di KPP Badora Satu dengan NPWP 01.070.4314.8-053.000 kecuali transaksi yang pelunasannya 
langsung melalui rekening Pemohon Banding;

bahwa menurut Majelis, Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding karena pendapat Terbanding hanya berdasarkan asumsi dan 
dugaan semata tanpa adanya fakta hukum yang jelas, dengan alasan sebagai berikut:

1) Cooperative Business International (CBI) adalah organisasi Internasional dan bukan beralamat di jalan Sugiyopranoto GG III No 1 Klaten 
melainkan di Cleveland Avenue, Columbus, Ohio, USA;

2) Pemohon Banding tidak memperoleh order pembelian dari CBI melainkan langsung dari Buyer;
3) Penjualan ekspor yang dilakukan Pemohon Banding sungguh-sungguh merupakan Penjualan Ekspor yang terhutang PPN 0 % sesuai Pasal 7 

ayat 2 UU no 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai;
4) Dokumen-dokumen purchase order, diketahui bahwa hampir seluruh customer luar negeri memesan barang furniture/handicraft bukan melalui 

CBI/CLUSA melainkan langsung kepada Pemohon Banding;
5) Customer luar negeri membeli barang langsung kepada Pemohon Banding;
6) Dokumen pelunasan pembayaran yang menunjukkan pembayaran dari customer luar negeri kepada Pemohon Banding melalui rekening CBI/

CLUSA pada Rabobank bukan merupakan bukti yang bias digunakan Terbanding untuk menentukan bahwa yang melakukan penjualan 
ekspor adalah CBI/CLUSA;

7) Pemohon Banding adalah binaan CBI/CLUSA seperti tertuang dalam PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIKA INDONESIA 
Nomor 215/PMK.03/2008 tentang Kerjasama Teknik di Bidang Perkoperasian antara DMTCI/CLUSA Republik Indonesia dimana Pemohon 
Banding yang sahamnya dimiliki oleh Koperasi Jasa Usaha Bersama (KJUB) Puspetasari Klaten, Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Jawa 
Tengah dan PT Dani Prisma Mitra merupakan binaan proyek kerjasama ini;

8) CBI/CLUSA tidak pernah memesan kepada Wajib Pajak untuk membuatkan furniture/handicraft, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya arus 
dokumen, maupun barang dari Pemohon Banding ke CBI/CLUSA;

9) Customer luar negeri yang memesan barang bukan kepada CBI/CLUSA melainkan langsung memesan kepada Pemohon Banding 
sebagaimana dimaksud dalam proses Purchase Order dan Pemohon Banding mengirimkan barang pesanan tersebut kepada customer luar 
negeri;

10) Pemohon Banding mengirim Invoice kepada Buyer di Luar Negri mengenai Spesifikasi dan harga barang sehingga dalam invoice tersebut 
diketahui berapa besar total nilai penjualan ekspor;

11) Pemohon Banding yang menentukan harga barang termasuk keuntunganya;
12) Buyer di luar negeri membayar sebesar invoice yang Pemohon Banding kirimkan;
13) CBI/CLUSA tidak terlibat dalam penentuan harga barang;
14) Customer luar negri melunasi pembayaran atas barang pesanan kepada Pemohon Banding melalui rekening Rabobank a.n CBI/CLUSA. Hal 

ini merupakan kesepakatan CBI/CLUSA dengan Pemohon Banding dalam upaya memberikan kepastian kepada buyer bahwa barang akan 

:bahwa dalam sengketa ini tidak terdapat sengketa mengenai tarif perpajakan;

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini tidak terdapat sengketa mengenai kredit pajak (Pajak 
Masukan);

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini secara eksplisit (tersurat) tidak menyampaikan adanya 
sengketa mengenai pajak yang dikompensasikan ke masa berikutnya, namun demikian Majelis memandang 
perlu untuk mengulas mengenai kelebihan pajak yang dikompensasikan ke masa pajak berikutnya, karena 
Pemohon Banding dalam Surat Banding aquo dan Surat Bantahan aquo menyampaikan fakta bahwa jumlah 
kelebihan pajak yang dikompensasikan ke masa pajak berikutnya dalam banding ini berjumlah 
Rp.135.384.299 walaupun tanpa penjelasan lebih lanjut, sementara Terbanding dalam Keputusan aquo 
menyatakan secara eksplisit bahwa jumlah kelebihan pajak yang dikompensasikan ke masa pajak 
berikutnya dalam banding ini adalah Rp.632.120.460, sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 496.736.161,-

bahwa selama persidangan Majelis telah memberikan waktu dan kesempatan yang layak kepada kedua 
belah pihak (baik Pemohon Banding maupun Terbanding) untuk menyampaikan pendapat/dalil/bantahan 
dan disertai dengan Bukti-Bukti Pendukung yang memadai, namun selama masa persidangan, Pemohon 
Banding tidak menyampaikan pendapat/dalil/bantahan baik lisan maupun tertulis dan disertai dengan Bukti-
Bukti Pendukung yang memadai, terkait dengan jumlah kelebihan pajak yang dikompensasikan ke masa 
pajak berikutnya yang menurut Pemohon Banding berjumlah Rp.135.384.299;

bahwa dengan demikian, mengingat Pemohon Banding tidak menyampaikan secara eksplisit (tersurat) yang 
disertai dengan alasan dan bukti-bukti pendukung yang memadai baik dalam Surat Banding, Surat 
Bantahan, maupun dalam persidangan, maka Majelis berpendapat tidak ada sengketa kelebihan pajak yang 
dikompensasikan ke masa pajak berikutnya dan Majelis berpendapat jumlah kelebihan pajak yang 
dikompensasikan ke masa pajak berikutnya dalam Banding ini adalah berjumlah Rp.632.120.460 
sebagaimana tercantum dalam Keputusan aquo;

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini tidak terdapat sengketa mengenai Sanksi Administrasi, 
kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;

Menimbang, bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk 
mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding, sehingga DPP PPN dan pajak keluaran yang harus 
dipungut/bayar sendiri masa pajak Januari s.d. Desember 2009 dihitung kembali sebagai berikut :

DPP PPN Penjualan Ekspor menurut Terbanding Rp 835.685.810
Koreksi DPP PPN Penjualan Ekspor Dibatalkan Majelis Rp 6.767.506.892
DPP PPN Penjualan Ekspor menurut  Majelis Rp 7.603.192.702
DPP PPN Penyerahan Yang dipungut Sendiri menurut Terbanding Rp 12.029.973.018

Koreksi DPP PPN Penyerahan Yang dipungut Sendiri Dibatalkan Majelis Rp 11.595.691.388
DPP PPN Penyerahan Yang dipungut Sendiri menurut Majelis Rp 434.281.630
Pajak Keluaran yang harus dipungut/bayar sendiri menurut Terbanding Rp 1.202.997.302

Koreksi Pajak Keluaran Dibatalkan Majelis Rp 1.159.569.139

:Undang-undang Nomor
 
14
 
Tahun
 
2002
 
tentang Pengadilan Pajak,
 
dan ketentuan perudang-undangan 
lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini
;
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dikirim sesuai pesanan dan memberikan kepastian kepada Pemohon Banding bahwa hasil ekspor Pemohon Banding akan dibayar Buyer 
sesuai kesepakatan;

15) Arus uang hasil penjualan ekspor bisa ditelusuri dari buku besar maupun rekening koran Pemohon Banding (rekening CIMB Niaga Valas 
USD a.n. Pemohon Banding) dan Rekonsiliasi Hutang Piutang antara Pemohon Banding dengan CBI/CLUSA, ini bisa dicocokkan dengan 
dokumen ekspor maupun invoice penjualan untuk menguji arus uang basil penjualan ekspor;

16) Hasil pembayaran ekspor masuk rekening CBI/CLUSA, dimaksudkan sebagai jaminan pembayaran atas kewajiban Pemohon Banding kepada 
CBI/CLUSA;

17) Pelunasan Piutang Buyer di luar negeri bisa dideteksi dari adanya pembayaran melalui rekening CIMB Niaga Valas USD a.n. Pemohon 
Banding dan Rekonsiliasi Hutang Piutang antar Pemohon Banding dengan CBI/CLUSA, dibuktikan dengan Nota Kredit dari Rabobank atas 
pembayaran dari Buyer;

18) Pemohon Banding tidak menjual furniture/handicraft kepada CBI melainkan langsung kepada buyer di luar negeri, hal ini dibuktikan dengan 
PEB maupun dokumen ekspor yang lain;

19) Penjualan Ekspor yang dilakukan oleh Pemohon Banding telah sesuai dengan UU nomor 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai 
dimana ekspor adalah penyerahan barang dari daerah pabean ke luar daerah pabean. Dalam hal ini Terbanding meyakini kebenaran data 
ekspor ini sesuai Surat Keputusan Terbanding nomor KEP-501/WPJ.32/BD.06/2012 tanggal 27 April 2012 yang telah dibetulkan dengan 
Surat Keputusan Terbanding nomor KEP-1226/WPJ.32/BD.06/2012 tanggal 29 Agustus 2012;

20) CBI bukan BUT karena sudah dilakukan permohonan penghapusan NPWP;

bahwa Terbanding dan Pemohon Banding telah melakukan uji bukti dengan hasil-hasil sebagai berikut:

bahwa bukti-bukti dokumen yang diperiksa untuk Penjulan Ekspor terdiri dari :

1. Daftar dokumen ekspor pada: lampiran 01 Uji Bukti, dengan Ikhtisar sebagai berikut:

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, penghitungan Jumlah PPN yang kurang (lebih) 
dibayar Masa Pajak Januari s.d. Desember 2009 atas nama Pemohon Banding versi Terbanding dan versi 
Majelis adalah sebagai berikut:

N
o

Uraian Penghitungan Pajak Penghitungan Pajak 
Versi Terbanding 
(Rp.)

Penghitungan 
Pajak Versi 
Majelis (Rp)

Jumlah Dibatalkan 
Majelis (Rp)

1 Pajak Keluaran yang harus dipungut/
dibayar sendiri

1.202.997.302 43.428.163 1.159.569.139

2 Pajak Masukan yang dapat 
diperhitungkan

170.843.788 170.843.788 0

3 PPN Kurang (Lebih) Bayar 1.032.153.513 (127.415.625) 1.159.569.138
4 Kelebihan pajak yang sudah 

dikompensasikan ke Masa Pajak 
berikutnya

632.120.460 632.120.460 0

5 PPN Yang Kurang (Lebih) Bayar 1.664.273.973 504.704.835 1.159.569.138
6 Sanksi Administrasi

- Pasal 13 (2) UU KUP 0 0 0
- Pasal 13(3) UU KUP 1.664.273.973 504.704.835 1.159.569.138

7 PPN Yang Masih Harus (Lebih) 
Dibayar

3.328.547.946 1.009.409.670 2.319.138.276

Mengingat
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Uraian Pemohon 
Banding

Terbanding Koreksi 
Terbanding

Dasar Pengenaan Pajak :
Ekspor 7.603.192.702 835.685.810 (6.767.506.892)

3115-09-2009 052-09-ME 8,948 88.907.328

3216-09-2009 053-09-ME 33,439 328.706.845
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dengan alasan Pemohon Banding menerima pembayaran bukan dari buyer di luar negeri melainkan dari CBI  (pihak ketiga) di Indonesia yang 
beralamat di Jl Sugiyopranoto Gg III No. 1, Klaten melalui Rekening Koran dalam negeri yaitu Bank Niaga Valas;

bahwa berdasarkan pemeriksaan bukti-bukti dokumen ekspor oleh Pemohon Banding dan Terbanding dalam proses uji bukti, diketahui bahwa 
Penjulan Ekspor Pemohon Banding berjumlah USD 748,883 atau senilai Rp. 7.603.192.703; (sesuai dengan jumlah sengketa Penjulan Ekspor Rp. 
7.603.192.702 dan terdapat selisih pembulatan Rp.1);

bahwa menurut Pemohon Banding, Customer luar negri melunasi pembayaran atas barang pesanan kepada Pemohon Banding melalui rekening 
Rabobank a.n CBI/CLUSA. Hal ini merupakan kesepakatan CBI/CLUSA dengan Pemohon Banding dalam upaya memberikan kepastian kepada 
buyer bahwa barang akan dikirim sesuai pesanan dan memberikan kepastian kepada Pemohon Banding bahwa hasil ekspor Pemohon Banding akan 
dibayar Buyer sesuai kesepakatan;

bahwa menurut Pemohon Banding, Arus uang hasil penjualan ekspor bisa ditelusuri dari buku besar maupun rekening koran  Pemohon Banding 
(rekening CIMB Niaga Valas USD a.n. Pemohon Banding) dan Rekonsiliasi Hutang Piutang antara Pemohon Banding dengan CBI/CLUSA, dan ini 
bisa dicocokkan dengan dokumen ekspor maupun invoice penjualan untuk menguji arus uang basil penjualan ekspor sehingga pelunasan Piutang 
Buyer di luar negeri bisa dideteksi dari adanya pembayaran melalui rekening CIMB Niaga Valas USD a.n. Pemohon Banding dan Rekonsiliasi 
Hutang Piutang antar Pemohon Banding dengan CBI/CLUSA, dan dibuktikan dengan Nota Kredit dari Rabobank atas pembayaran dari Buyer;

bahwa berdasarkan pemeriksaan bukti-bukti dokumen ekspor dan keterangan para pihak dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa Pemohon 
Banding telah dapat menjelaskan dan membuktikan adanya Penjulan Ekspor Pemohon Banding berjumlah USD.748,883 atau senilai Rp. 
7.603.192.703 dan didukung dengan Bukti Pendukung yang memadai;

bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa koreksi DPP PPN Tahun Pajak 2009 berupa koreksi negatif Penjualan Ekspor sebesar 
Rp.6.767.506.892  tidak dapat dipertahankan;

1. Koreksi DPP yang PPN nya harus dipungut sendiri sebesar Rp.11.595.691.388

Menurut Terbanding

bahwa Terbanding melakukan koreksi Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri sebesar Rp.11.595.691.388 yang menurut Terbanding 
Rp.12.029.973.018,00, tetapi menurut Pemohon Banding sebesar Rp.434.281.630,00 dengan perincian sebagai berikut:

Uraian Pemohon 
Banding* 

Terbanding** Koreksi 
Terbanding

Dasar Pengenaan Pajak :
Penyerahan yg PPN-nya harus dipungut 
sendiri

354.594.890 12.029.973.018 11.675.378.128

Penyerahan termasuk penghasilan dari Luar 
usaha

79.686.740 0 (79.686.740)

Jumlah DPP 434.281.630 12.029.973.018 11.595.691.388

bahwa dasar Terbanding melakukan koreksi aquo adalah sebagai berikut:

bahwa koreksi atas transaksi ekspor yang diperlakukan sama dengan transaksi penjualan lokal;
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bahwa koreksi negatif penjualan ekspor (menjadi Penjualan Lokal) diperoleh dari hasil pengujian Fiskus terhadap sumber-sumber yang ada baik 
dalam buku besar hutang-piutang, Rekening Koran, Purchase Order, faktur penjualan serta bukti potongan penjualan. Berdasarkan penelitian 
terhadap rekening koran dimana seluruh penerimaan penjualan berasal dari Cooperative Business International yang beralamat di Jalan 
Sugiyopranoto Gg.11l No.1 Klaten atau order pembeliannya melalui CBI dan bukan dengan Pemohon Banding, kecuali penjualan kepada General 
Hotel Supplier yang pelunasannya langsung melalui rekening Pemohon Banding. Dengan demikian penjualan yang sebenarnya bukanlah penjualan 
ekspor, melainkan penjualan lokal;

bahwa penelitian terhadap dokumen-dokumen purchase order, diketahui bahwa hampir seluruh Kustomer luar negeri memesan barang furniture/
handicraft melalui CBI yang beralamat di Jalan Sugiyopranoto III/1  Klaten, dengan kata lain Kustomer luar negeri membeli barang melalui CBI. Hal 
ini didukung pula dari dokumen pelunasan pembayaran yang menunjukkan pembayaran dari Kustomer luar negeri kepada CBI melalui rekening CBI 
pada Rabobank;

bahwa berdasarkan pesanan dari Kustomer luar negeri tersebut, CBI memesan kepada Pemohon Banding untuk membuatkan furniture/handicraft 
sebagaimana dimaksud dalam purchase order dan mengirimkan barang pesanan tersebut langsung kepada Kustomer luar negeri yang memesan 
barang kepada CBI;

bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, Customer luar negeri melunasi pembayaran atas barang pesanan kepada CBI melalui rekening Rabobank 
a.n. CBI selaku penjual barang. Selanjutnya CBI melunasi pembayaran atas pesanan furniture/handicraft kepada Pemohon Banding melalui rekening 
CIMB Niaga Valas USD a.n. Pemohon Banding;

bahwa arus uang hasil penjualan ekspor tidak bisa ditelusuri dari buku besar maupun di rekening koran perusahaan. Hal ini disebabkan semua hasil 
penjualan masuk rekening CBI (Cooperative Business International), yang akan dikompensasikan langsung dengan hutang Pemohon Banding ;

bahwa Terbanding (Pemeriksa) tidak menemukan adanya pelunasan piutang atas penjualan ekspor dari pembeli. Dengan demikian penjualan 
Pemohon Banding yang dikirimkan kepada Customer luar negeri yang membeli barang melalui CBI tidak dapat digolongkan sebagai transaksi 
ekspor, melainkan transaksi lokal dimana Pemohon Banding menjual furniture/handicraft kepada CBI yang merupakan BUT yang beralamat di jalan 
Sugiyopranoto Gg III No.1 Klaten yang terdaftar di KPP Badora Satu dengan NPWP 01.070.314.8-053.000, kecuali transaksi yang pelunasannya 
langsung melalui rekening Pemohon Banding;

bahwa Terbanding (dalam hal ini Penelaah Keberatan) sepakat dengan Pemeriksa KPP Pratama Klaten bahwa atas penjualan yang menurut Pemohon 
Banding merupakan penjualan ekspor, menurut Terbanding diperlakukan sama dengan transaksi penjualan lokal dengan alasan antara lain:

bahwa atas penyerahan ekspor yang dilakukan Pemohon Banding harus dapat dibuktikan baik dari sisi arus barang maupun arus uang.  Dari sisi arus 
barang diketahui bahwa barang diekspor (berpindah dari daerah pabean ke luar daerah pabean) dengan identitas eksportir pada dokumen ekspor (PEB, 
BL dan Invoice) adalah Pemohon Banding. Namun dari sisi arus uang tidak terbukti adanya pembayaran dari buyer di luar negeri kepada Pemohon 
Banding karena semua pembayaran ekspor dibayarkan kepada CBI, tidak kepada Pemohon Banding sebagai eksportir;

bahwa dilihat data, fakta, alur transaksi pembayaran (arus uang) dan mekanisme proses bisnis tersebut dapat disimpulkan bahwa yang sebenarnya 
melakukan ekspor pada dasarnya adalah CBI yang ada di Indonesia (BUT) kepada buyer di luar negeri. Pemohon Banding hanya diminta CBI untuk 
mengirim barang ke luar negeri, sehingga pada dasarnya yang melakukan kegiatan ekspor adalah CBI yang ada di Indonesia (BUT);

bahwa dan uraian di atas Tim Peneliti berpendapat bahwa terdapat transaksi penjualan dari Pemohon Banding kepada Cooperative Business 
International yang terdaftar sebagai Wajib Pajak BUT pada KPP Badora Satu,  sehingga perlakuan transaksinya sama dengan penjualan lokal yang 
terutang PPN;

bahwa koreksi atas titipan penjualan ekspor atas nama KJUB Puspetasari dan KJUB Alis Teara Jaya;

bahwa koreksi positif DPP PPN juga disebabkan adanya penjualan lokal/dalam negeri yang belum dilaporkan Wajib Pajak dan penerimaan dari 
penghasilan luar usaha berupa penjualan aktiva genset dan penjualan KJUB Puspetasari's items;
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bahwa koreksi atas uang muka ekspor dari CCT Timor Leste yang juga dianggap Terbanding sebagai uang muka penyerahan lokal;

bahwa koreksi positif DPP PPN juga disebabkan adanya Uang Muka Penjualan Lokal dari CBI dan/atau Cooperativa Cafe Timor (CCT) - Timor 
Leste yang belum dipungut PPN, berdasar Pasal 11 ayat 2 UU No. 42 Tahun 2009 tentang PPN: Dalam hal pembayaran diterima sebelum 
penyerahan Barang Kena Pajak atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak atau dalam hal pembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan 
Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, saat terutangnya pajak adalah pada saat pembayaran;
bahwa penjualan KJUB Puspetasari's items termasuk dalam penghasilan dari luar usaha berdasarkan rekonsiliasi Hutang kepada CBI, dimana 
penghasilan dari penjualan tersebut mengurangi saldo hutang Pemohon Banding kepada CBI;

bahwa pembayaran dari Pemohon Banding kepada KJUB Puspetasari juga hanya berupa rekonsiliasi hutang piutang sebagaimana rekonsiliasi hutang 
piutang Pemohon Banding dengan CBI, sehingga secara riil tidak terjadi pembayaran, hanya perpindahan account saja;

bahwa dengan demikian atas titipan penerimaan penjualan dari KJUB Puspetasari juga merupakan DPP PPN Dalam Negeri yang PPNnya wajib 
dipungut oleh Pemohon Banding karena mengurangi hutang Pemohon Banding kepada CBI sehingga menambah omzet Pemohon Banding;

bahwa Koreksi DPP Penyerahan DN (Lokal) atas Saldo Uang Muka Penjualan Dalam Negeri (Lokal) cfm Pemeriksa berupa saldo uang muka 
penjualan lokal per 31 Desember 2009 berdasarkan rekening koran dan buku besar hutang piutang yang belum dipungut PPN, yaitu dari CBI dan/
atau Cooperativa Cafe Timor (CCT) - Timor Leste tetap dipertahankan Peneliti karena dari hasil penelitian kembali terhadap sumber-sumber yang 
ada baik dalam buku besar hutang -piutang, rekening koran, SPT Masa PPN serta faktur pajak sederhana (faktur pajak keluaran) Pemohon Banding 
diketahui bahwa atas penyerahan BKP kepada CBI dan/atau Cooperativa Cafe Timor (CCT) - Timor Leste oleh Pemohon Banding dibuatkan Faktur 
Pajak Sederhana (penyerahan Dalam Negeri/Lokal) sehingga atas pembayaran uang mukanya pun diperlakukan sama, yaitu sebagai penyerahan 
Dalam Negeri, dan ternyata atas pembayaran uang muka tersebut oleh Pemohon Banding belum dibuatkan faktur pajak dan belum dipungut 
PPN;

Menurut Pemohon Banding

Sengketa atas transaksi ekspor yang diperlakukan sama dengan transaksi lokal;

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding dengan alasan pendapat Terbanding hanya berdasarkan asumsi dan dugaan semata 
tanpa adanya fakta hukum yang jelas dan Pemohon Banding memberikan penjelasan:

1. Cooperative Business International (CBI) adalah organisasi Internasional dan bukan beralamat di jalan Sugiyopranoto GG III No 1 Klaten 
melainkan di Cleveland Avenue, Columbus, Ohio, USA;

2. Pemohon Banding tidak memperoleh order pembelian dari CBI melainkan langsung dari Buyer;
3. Penjualan ekspor yang dilakukan Pemohon Banding sungguh-sungguh merupakan Penjualan Ekspor yang terhutang PPN 0 % sesuai Pasal 7 

ayat 2 UU no 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai;
4. Dokumen-dokumen purchase order, diketahui bahwa hampir seluruh customer luar negeri memesan barang furniture/handicraft bukan melalui 

CBI/CLUSA melainkan langsung kepada Pemohon Banding;
5. Customer luar negeri membeli barang langsung kepada Pemohon Banding;
6. Dokumen pelunasan pembayaran yang menunjukkan pembayaran dari customer luar negeri kepada Pemohon Banding melalui rekening CBI/

CLUSA pada Rabobank bukan merupakan bukti yang bias digunakan Terbanding untuk menentukan bahwa yang melakukan penjualan 
ekspor adalah CBI/CLUSA;

7. Pemohon Banding adalah binaan CBI/CLUSA seperti tertuang dalam PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIKA INDONESIA 
Nomor 215/PMK.03/2008 tentang Kerjasama Teknik di Bidang Perkoperasian antara DMTCI/CLUSA Republik Indonesia dimana Pemohon 
Banding yang sahamnya dimiliki oleh Koperasi Jasa Usaha Bersama (KJUB) Puspetasari Klaten, Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Jawa 
Tengah dan PT Dani Prisma Mitra merupakan binaan proyek kerjasama ini;

8. CBI/CLUSA tidak pernah memesan kepada Wajib Pajak untuk membuatkan furniture/handicraft, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya arus 
dokumen, maupun barang dari Pemohon Banding ke CBI/CLUSA;

9. Customer luar negeri yang memesan barang bukan kepada CBI/CLUSA melainkan langsung memesan kepada Pemohon Banding 
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sebagaimana dimaksud dalam proses Purchase Order dan Pemohon Banding mengirimkan barang pesanan tersebut kepada customer luar 
negeri;

10. Pemohon Banding mengirim Invoice kepada Buyer di Luar Negri mengenai Spesifikasi dan harga barang sehingga dalam invoice tersebut 
diketahui berapa besar total nilai penjualan ekspor;

11. Pemohon Banding yang menentukan harga barang termasuk keuntunganya;
12. Buyer di luar negeri membayar sebesar invoice yang Pemohon Banding kirimkan;
13. CBI/CLUSA tidak terlibat dalam penentuan harga barang;
14. Customer luar negri melunasi pembayaran atas barang pesanan kepada Pemohon Banding melalui rekening Rabobank a.n CBI/CLUSA. Hal 

ini merupakan kesepakatan CBI/CLUSA dengan Pemohon Banding dalam upaya memberikan kepastian kepada buyer bahwa barang akan 
dikirim sesuai pesanan dan memberikan kepastian kepada Pemohon Banding bahwa hasil ekspor Pemohon Banding akan dibayar Buyer 
sesuai kesepakatan;

15. Arus uang hasil penjualan ekspor bisa ditelusuri dari buku besar maupun rekening koran Pemohon Banding (rekening CIMB Niaga Valas 
USD a.n. Pemohon Banding) dan Rekonsiliasi Hutang Piutang antara Pemohon Banding dengan CBI/CLUSA, ini bisa dicocokkan dengan 
dokumen ekspor maupun invoice penjualan untuk menguji arus uang basil penjualan ekspor;

16. Hasil pembayaran ekspor masuk rekening CBI/CLUSA, dimaksudkan sebagai jaminan pembayaran atas kewajiban Pemohon Banding kepada 
CBI/CLUSA;

17. Pelunasan Piutang Buyer di luar negeri bisa dideteksi dari adanya pembayaran melalui rekening CIMB Niaga Valas USD a.n. Pemohon 
Banding dan Rekonsiliasi Hutang Piutang antar Pemohon Banding dengan CBI/CLUSA, dibuktikan dengan Nota Kredit dari Rabobank atas 
pembayaran dari Buyer;

18. Pemohon Banding tidak menjual furniture/handicraft kepada CBI melainkan langsung kepada buyer di luar negeri, hal ini dibuktikan dengan 
PEB maupun dokumen ekspor yang lain;

19. Penjualan Ekspor yang dilakukan oleh Pemohon Banding telah sesuai dengan UU nomor 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai 
dimana ekspor adalah penyerahan barang dari daerah pabean ke luar daerah pabean. Dalam hal ini Terbanding meyakini kebenaran data 
ekspor ini sesuai Surat Keputusan Terbanding nomor KEP-501/WPJ.32/BD.06/2012 tanggal 27 April 2012 yang telah dibetulkan dengan 
Surat Keputusan Terbanding nomor KEP-1226/WPJ.32/BD.06/2012 tanggal 29 Agustus 2012;

20. CBI bukan BUT karena sudah dilakukan permohonan penghapusan NPWP;

Sengketa: Koreksi atas titipan penjualan ekspor atas nama KJUB Puspetasari dan KJUB Alis Teara Jaya;

bahwa menurut Pemohon Banding, pendapat Terbanding hanya berdasarkan asumsi dan dugaan semata tanpa adanya fakta hukum yang jelas;

bahwa Koreksi Positif DPP PPN harusnya tidak ada karena Pemohon Banding tidak setuju adanya temuan penjualan lokal/dalam negeri yang belum 
dilaporkan Pemohon Banding dan penerimaan dari penghasilan luar usaha berupa penjualan aktiva Genset  dan penjualan KJUB Puspetasari's items;
bahwa pendapat Terbanding hanya berdasarkan asumsi dan dugaan semata tanpa adanya fakta hukum yang jelas;

bahwa Koreksi atas uang muka ekspor dari CCT Timor Leste yang juga dianggap Terbanding sebagai uang muka penyerahan lokal harusnya tidak 
ada karena uang muka itu adalah betul-betul uang muka ekspor;

bahwa berdasarkan SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK Nomor S 60/PJ.321/1999, tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas uang 
muka (deposit) ekspor, telah dijelaskan oleh Terbanding bahwa Atas penerimaan uang muka (deposit) ekspor terutang PPN dengan tarif 0% persen). 
Tapi atas penerimaan uang muka tersebut tidak perlu dibuatkan Faktur Pajak Standar tersendiri.  Pada saat realisasi ekspor, dibuatkan PEB yang 
didalamnya tercantul Nilai Ekspor secara keseluruhan;

bahwa uang muka Penjualan Luar Negeri (Ekspor) berdasarkan rekening Koran dan buku besar hutang piutang yang belum dipungut PPN 
dikarenakan Uang Muka tersebut merupakan Uang Muka Ekspor yang dibayarkan Cooperative Café Timor (CCT) - Timor Leste yang belum bisa 
dilakukan ekspor barang oleh Pemohon Banding ke luar daerah pabean (Timor Leste);

bahwa Pemohon Banding mengalami kesulitan dalam mengekspor barang ke Timor Leste akibat regulasi di Timor Leste dan akhirnya dilakukan 
penyerahan BKP di Atambua dan penyerahan BKP kepada Cooperative Timor (CTT) — Timor Leste di Atambua ini telah dilakukan 
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Pemungutan, Pembayaran dan Pelaporan PPN (sudah dilaporkan dalam SPT Masa PPN);

bahwa BKP selain yang sudah diserahkan di Atambua, Uang muka (deposit) dari Cooperative Café Timor (CTT) — Timor Leste masih berupa Uang 
Muka Ekspor;

bahwa dalam persidangan, Pemohon Banding menyampaikan keterangan/pernyataan sebagai berikut.

bahwa penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri: menurut Pemohon Banding sebesar Rp.434.281.630,00 (terdiri dari Rp.354.594.890 + Rp. 
79.686.740), sedangkan menurut Terbanding  Rp.12.029.973.018,00, sehingga menurut Pemohon Banding terdapat  Koreksi sebesar Rp. 
11.595.691.388 (11.675.378.128 - 79.686.740);

bahwa menurut Pemohon Banding jumlah penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri sebesar Rp.434.281.632,00;

Pendapat Majelis
Uraian Pemohon 

Banding* 
Terbanding** Koreksi 

Terbanding
Dasar Pengenaan Pajak :
Penyerahan yg PPN-nya harus dipungut 
sendiri

354.594.890 12.029.973.018 11.675.378.128

Penyerahan termasuk penghasilan dari Luar 
usaha

79.686.740 0 (79.686.740)

Jumlah DPP 434.281.630 12.029.973.018 11.595.691.388

bahwa dasar Terbanding melakukan koreksi aquo adalah sebagai berikut:

bahwa koreksi atas transaksi ekspor yang diperlakukan sama dengan transaksi penjualan lokal;

bahwa koreksi negatif penjualan ekspor (menjadi Penjualan Lokal) diperoleh dari hasil pengujian Fiskus terhadap sumber-sumber yang ada baik 
dalam buku besar hutang-piutang, Rekening Koran, Purchase Order, faktur penjualan serta bukti potongan penjualan. Berdasarkan penelitian 
terhadap rekening koran dimana seluruh penerimaan penjualan berasal dari Cooperative Business International yang beralamat di Jalan 
Sugiyopranoto Gg.11l No.1 Klaten atau order pembeliannya melalui CBI dan bukan dengan Pemohon Banding, kecuali penjualan kepada General 
Hotel Supplier yang pelunasannya langsung melalui rekening Pemohon Banding. Dengan demikian penjualan yang sebenarnya bukanlah penjualan 
ekspor, melainkan penjualan lokal;

bahwa penelitian terhadap dokumen-dokumen purchase order, diketahui bahwa hampir seluruh Kustomer luar negeri memesan barang furniture/
handicraft melalui CBI yang beralamat di Jalan Sugiyopranoto III/1  Klaten, dengan kata lain Kustomer luar negeri membeli barang melalui CBI. Hal 
ini didukung pula dari dokumen pelunasan pembayaran yang menunjukkan pembayaran dari Kustomer luar negeri kepada CBI melalui rekening CBI 
pada Rabobank;

bahwa berdasarkan pesanan dari Kustomer luar negeri tersebut, CBI memesan kepada Pemohon Banding untuk membuatkan furniture/handicraft 
sebagaimana dimaksud dalam purchase order dan mengirimkan barang pesanan tersebut langsung kepada Kustomer luar negeri yang memesan 
barang kepada CBI;

bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, Kustomer luar negeri melunasi pembayaran atas barang pesanan kepada CBI melalui rekening Rabobank 
a.n. CBI selaku penjual barang. Selanjutnya CBI melunasi pembayaran atas pesanan furniture/handicraft kepada Pemohon Banding melalui rekening 
CIMB Niaga Valas USD a.n. Pemohon Banding;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 30



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id bahwa arus uang hasil penjualan ekspor tidak bisa ditelusuri dari buku besar maupun di rekening koran perusahaan. Hal ini disebabkan semua hasil 

penjualan masuk rekening CBI (Cooperative Business International), yang akan dikompensasikan langsung dengan hutang Pemohon Banding ;

bahwa Terbanding (Pemeriksa) tidak menemukan adanya pelunasan piutang atas penjualan ekspor dari pembeli. Dengan demikian penjualan 
Pemohon Banding yang dikirimkan kepada Kustomer luar negeri yang membeli barang melalui CBI tidak dapat digolongkan sebagai transaksi 
ekspor, melainkan transaksi lokal dimana Pemohon Banding menjual furniture/handicraft kepada CBI yang merupakan BUT yang beralamat di jalan 
Sugiyopranoto Gg III No.1 Klaten yang terdaftar di KPP Badora Satu dengan NPWP 01.070.314.8-053.000, kecuali transaksi yang pelunasannya 
langsung melalui rekening Pemohon Banding;

bahwa Terbanding (dalam hal ini Penelaah Keberatan) sepakat dengan Pemeriksa KPP Pratama Klaten bahwa atas penjualan yang menurut Pemohon 
Banding merupakan penjualan ekspor, menurut Terbanding diperlakukan sama dengan transaksi penjualan lokal dengan alasan antara lain:

bahwa atas penyerahan ekspor yang dilakukan Pemohon Banding harus dapat dibuktikan baik dari sisi arus barang maupun arus uang.  Dari sisi arus 
barang diketahui bahwa barang diekspor (berpindah dari daerah pabean ke luar daerah pabean) dengan identitas eksportir pada dokumen ekspor (PEB, 
BL dan Invoice) adalah Pemohon Banding. Namun dari sisi arus uang tidak terbukti adanya pembayaran dan buyer di luar negeri kepada Pemohon 
Banding karena semua pembayaran ekspor dibayarkan kepada CBI, tidak kepada Pemohon Banding sebagai eksportir;

bahwa dilihat data, fakta, alur transaksi pembayaran (arus uang) den mekanisme proses bisnis tersebut dapat disimpulkan bahwa yang sebenarnya 
melakukan ekspor pada dasarnya adalah CBI yang ada di Indonesia (BUT) kepada buyer di luar negeri. Pemohon Banding hanya diminta CBI untuk 
mengirim barang ke luar negeri, sehingga pada dasarnya yang melakukan kegiatan ekspor adalah CBI yang ada di Indonesia (BUT);

bahwa Tim Peneliti berpendapat bahwa terdapat transaksi penjualan dari Pemohon Banding kepada Cooperative Business International yang 
terdaftar sebagai Wajib Pajak BUT pada KPP Badora Satu, sehingga perlakuan transaksinya sama dengan penjualan lokal yang terutang PPN;

bahwa koreksi atas titipan penjualan ekspor atas nama KJUB Puspetasari dan KJUB Alis Teara Jaya;

bahwa koreksi positif DPP PPN juga disebabkan adanya penjualan lokal/dalam negeri yang belum dilaporkan Wajib Pajak dan penerimaan dari 
penghasilan luar usaha berupa penjualan aktiva genset dan penjualan KJUB Puspetasari's items;

bahwa koreksi atas uang muka ekspor dari CCT Timor Leste yang juga dianggap Terbanding sebagai uang muka penyerahan lokal;

bahwa koreksi positif DPP PPN juga disebabkan adanya Uang Muka Penjualan Lokal dari CBI dan/atau Cooperativa Cafe Timor (CCT) - Timor 
Leste yang belum dipungut PPN, berdasar Pasal 11 ayat 2 UU No. 42 Tahun 2009 tentang PPN: Dalam hal pembayaran diterima sebelum 
penyerahan Barang Kena Pajak atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak atau dalam hal pembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan 
Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, saat terutangnya pajak adalah pada saat pembayaran;

bahwa penjualan KJUB Puspetasari's items termasuk dalam penghasilan dari luar usaha berdasarkan rekonsiliasi Hutang kepada CBI, dimana 
penghasilan dari penjualan tersebut mengurangi saldo hutang Pemohon Banding kepada CBI;

bahwa pembayaran dari Pemohon Banding kepada KJUB Puspetasari juga hanya berupa rekonsiliasi hutang piutang sebagaimana rekonsiliasi hutang 
piutang Pemohon Banding dengan CBI, sehingga secara real tidak terjadi pembayaran, hanya perpindahan account saja;

bahwa atas titipan penerimaan penjualan dari KJUB Puspetasari juga merupakan DPP PPN Dalam Negeri yang PPNnya wajib dipungut oleh 
Pemohon Banding karena mengurangi hutang Pemohon Banding kepada CBI sehingga menambah omzet Pemohon Banding;

bahwa Koreksi DPP Penyerahan DN (Lokal) atas Saldo Uang Muka Penjualan Dalam Negeri (Lokal) cfm Pemeriksa berupa saldo uang muka 
penjualan lokal per 31 Desember 2009 berdasarkan rekening koran dan buku besar hutang piutang yang belum dipungut PPN, yaitu dari CBI dan/
atau Cooperativa Cafe Timor (CCT) - Timor Leste tetap dipertahankan Peneliti karena dari hasil penelitian kembali terhadap sumber-sumber yang 
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ada baik dalam buku besar hutang -piutang, rekening koran, SPT Masa PPN serta faktur pajak sederhana (faktur pajak keluaran) Pemohon Banding 
diketahui bahwa atas penyerahan BKP kepada CBI dan/atau Cooperativa Cafe Timor (CCT) - Timor Leste oleh Pemohon Banding dibuatkan Faktur 
Pajak Sederhana (penyerahan Dalam Negeri/Lokal) sehingga atas pembayaran uang mukanya pun diperlakukan sama, yaitu sebagai penyerahan 
Dalam Negeri, dan ternyata atas pembayaran uang muka tersebut oleh Pemohon Banding belum dibuatkan faktur pajak dan belum dipungut 
PPN;

bahwa menurut Majelis, Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding tersebut dengan alasan sebagai berikut :

Sengketa: atas transaksi ekspor yang diperlakukan sama dengan transaksi lokal;

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding dengan alasan pendapat Terbanding hanya berdasarkan asumsi dan dugaan semata 
tanpa adanya fakta hukum yang jelas dan Pemohon Banding memberikan penjelasan:

1. Cooperative Business International (CBI) adalah organisasi Internasional dan bukan beralamat di jalan Sugiyopranoto GG III No 1 Klaten, 
melainkan di Cleveland Avenue, Columbus, Ohio, USA;

2. Pemohon Banding tidak memperoleh order pembelian dari CBI melainkan langsung dari Buyer;
3. Penjualan ekspor yang dilakukan Pemohon Banding sungguh-sungguh merupakan Penjualan Ekspor yang terhutang PPN 0 % sesuai Pasal 7 

ayat 2 UU no 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai;
4. Dokumen-dokumen purchase order, diketahui bahwa hampir seluruh customer luar negeri memesan barang furniture/handicraft bukan melalui 

CBI/CLUSA melainkan langsung kepada Pemohon Banding;
5. Customer luar negeri membeli barang langsung kepada Pemohon Banding;
6. Dokumen pelunasan pembayaran yang menunjukkan pembayaran dari customer luar negeri kepada Pemohon Banding melalui rekening CBI/

CLUSA pada Rabobank bukan merupakan bukti yang bias digunakan Terbanding untuk menentukan bahwa yang melakukan penjualan 
ekspor adalah CBI/CLUSA;

7. Pemohon Banding adalah binaan CBI/CLUSA seperti tertuang dalam PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIKA INDONESIA 
Nomor 215/PMK.03/2008 tentang Kerjasama Teknik di Bidang Perkoperasian antara DMTCI/CLUSA Republik Indonesia dimana Pemohon 
Banding yang sahamnya dimiliki oleh Koperasi Jasa Usaha Bersama (KJUB) Puspetasari Klaten, Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Jawa 
Tengah dan PT Dani Prisma Mitra merupakan binaan proyek kerjasama ini;

8. CBI/CLUSA tidak pernah memesan kepada Wajib Pajak untuk membuatkan furniture/handicraft, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya arus 
dokumen, maupun barang dari Pemohon Banding ke CBI/CLUSA;

9. Customer luar negeri yang memesan barang bukan kepada CBI/CLUSA melainkan langsung memesan kepada Pemohon Banding 
sebagaimana dimaksud dalam proses Purchase Order dan Pemohon Banding mengirimkan barang pesanan tersebut kepada customer luar 
negeri;

10. Pemohon Banding mengirim Invoice kepada Buyer di Luar Negri mengenai Spesifikasi dan harga barang sehingga dalam invoice tersebut 
diketahui berapa besar total nilai penjualan ekspor;

11. Pemohon Banding yang menentukan harga barang termasuk keuntunganya;
12. Buyer di luar negeri membayar sebesar invoice yang Pemohon Banding kirimkan;
13. CBI/CLUSA tidak terlibat dalam penentuan harga barang;
14. Customer luar negri melunasi pembayaran atas barang pesanan kepada Pemohon Banding melalui rekening Rabobank a.n CBI/CLUSA. Hal 

ini merupakan kesepakatan CBI/CLUSA dengan Pemohon Banding dalam upaya memberikan kepastian kepada buyer bahwa barang akan 
dikirim sesuai pesanan dan memberikan kepastian kepada Pemohon Banding bahwa hasil ekspor Pemohon Banding akan dibayar Buyer 
sesuai kesepakatan;

15. Arus uang hasil penjualan ekspor bisa ditelusuri dari buku besar maupun rekening koran Pemohon Banding (rekening CIMB Niaga Valas 
USD a.n. Pemohon Banding) dan Rekonsiliasi Hutang Piutang antara Pemohon Banding dengan CBI/CLUSA, ini bisa dicocokkan dengan 
dokumen ekspor maupun invoice penjualan untuk menguji arus uang basil penjualan ekspor;

16. Hasil pembayaran ekspor masuk rekening CBI/CLUSA, dimaksudkan sebagai jaminan pembayaran atas kewajiban Pemohon Banding kepada 
CBI/CLUSA;

17. Pelunasan Piutang Buyer di luar negeri bisa dideteksi dari adanya pembayaran melalui rekening CIMB Niaga Valas USD a.n. Pemohon 
Banding dan Rekonsiliasi Hutang Piutang antar Pemohon Banding dengan CBI/CLUSA, dibuktikan dengan Nota Kredit dari Rabobank atas 
pembayaran dari Buyer;
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18. Pemohon Banding tidak menjual furniture/handicraft kepada CBI melainkan langsung kepada buyer di luar negeri, hal ini dibuktikan dengan 
PEB maupun dokumen ekspor yang lain;

19. Penjualan Ekspor yang dilakukan oleh Pemohon Banding telah sesuai dengan UU nomor 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai 
dimana ekspor adalah penyerahan barang dari daerah pabean ke luar daerah pabean. Dalam hal ini Terbanding meyakini kebenaran data 
ekspor ini sesuai Surat Keputusan Terbanding nomor KEP-501/WPJ.32/BD.06/2012 tanggal 27 April 2012 yang telah dibetulkan dengan 
Surat Keputusan Terbanding nomor KEP-1226/WPJ.32/BD.06/2012 tanggal 29 Agustus 2012;

20. CBI bukan BUT karena sudah dilakukan permohonan penghapusan NPWP;

Sengketa: Koreksi atas titipan penjualan ekspor atas nama KJUB Puspetasari dan KJUB Alis Teara Jaya;

bahwa menurut Pemohon Banding, pendapat Terbanding hanya berdasarkan asumsi dan dugaan semata tanpa adanya fakta hukum yang jelas;

bahwa Koreksi Positif DPP PPN harusnya tidak ada karena Pemohon Banding tidak setuju adanya temuan penjualan lokal/dalam negeri yang belum 
dilaporkan Pemohon Banding dan penerimaan dari penghasilan luar usaha berupa penjualan aktiva Genset  dan penjualan KJUB Puspetasari's items;

bahwa pendapat Terbanding hanya berdasarkan asumsi dan dugaan semata tanpa adanya fakta hukum yang jelas;

bahwa Koreksi atas uang muka ekspor dari CCT Timor Leste yang juga dianggap Terbanding sebagai uang muka penyerahan lokal harusnya tidak 
ada karena uang muka itu adalah betul-betul uang muka ekspor;

bahwa berdasarkan SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK Nomor S 60/PJ.321/1999, tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas uang 
muka (deposit) ekspor, telah dijelaskan oleh Terbanding bahwa Atas penerimaan uang muka (deposit) ekspor terutang PPN dengan tarif 0% persen). 
Tapi atas penerimaan uang muka tersebut tidak perlu dibuatkan Faktur Pajak Standar tersendiri.  Pada saat realisasi ekspor, dibuatkan PEB yang 
didalamnya tercantul Nilai Ekspor secara keseluruhan;

bahwa uang muka Penjualan Luar Negeri (Ekspor) berdasarkan rekening Koran dan buku besar hutang piutang yang belum dipungut PPN 
dikarenakan Uang Muka tersebut merupakan Uang Muka Ekspor yang dibayarkan Cooperative Café Timor (CCT) -  Timor Leste yang belum bisa 
dilakukan ekspor barang oleh Pemohon Banding  ke luar daerah pabean (Timor Leste);

bahwa Pemohon Banding mengalami kesulitan dalam mengekspor barang ke Timor Leste akibat regulasi di Timor Leste dan akhirnya dilakukan 
penyerahan BKP di Atambua dan penyerahan BKP kepada Cooperative Timor (CTT) — Timor Leste di Atambua ini telah dilakukan 
Pemungutan, Pembayaran dan Pelaporan PPN (sudah dilaporkan dalam SPT Masa PPN);

bahwa BKP selain yang sudah diserahkan di Atambua, Uang muka (deposit) dari Cooperative Café Timor (CTT) — Timor Leste masih berupa Uang 
Muka Ekspor;

bahwa Terbanding dan Pemohon Banding telah melakukan Uji Bukti dan melaporkan hasilnya dalam persidangan sebagai berikut.

bahwa Pemohon Banding atas jumlah penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri sebesar Rp.434.281.632,00 memberikan bukti berupa :
1. Daftar dokumen ekspor pada: lampiran 01 Uji Bukti,
2. Rekonsiliasi Hutang Piutang antara Pemohon Banding dengan CBI,
3. Daftar dokumen pembayaran hasil ekspor dari Pembeli pada: lampiran 02 Uji Bukti
4. Daftar dokumen penjualan lokal pada: lampiran 03 Uji Bukti,
5. Lampiran dokumen uji bukti lainnya pada penjelasan di halaman berikut per kasus,
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Rp Rp Rp

21.800.455 2.180.046 23.980.501
3.499.800 349.980 3.849.780
7.480.531 748.053 8.228.854
98.936.727 9.893.673 108.830.400
14.516.471 1.451.647 15.968.118
9.039.487 903.949 9.943.435
8.600.958 860.0962 9.461.054
19.349.892 1.934.989 21.284.881
27.734.891 2.773.489 30.508.380
180.000 18.000 198.000
8.748.544 874.854 9.623.399
24.160.000 2.416.000 26.576.000
224.120 22.412 246.532
120.545 12.055 132.600
110.003.854 11.000.385 121.004.240
354.396.276 35.439.628 389.835.903

Penjualan Lokal menurut Pemohon Banding :
Penjualan lokal barang Dagangan 354.396.276
Penjualan Generator Set                                    

Koreksi FJ 02-09-ML & FJ 08-09-ML
79.686.740

198.616
Jumlah 434.281.632

bahwa Terbanding dan Pemohon Banding telah melakukan uji bukti atas koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sebesar Rp. 4.828.184.496,00 
yang terdiri dari :

1. Uang Muka Penjualan Ekspor sebesar Rp.3.788.561.117,00;

2. Titipan pembayaran dari KJUB Alis Teara Jaya dan KJUB Puspetasari sebesar Rp.532.949.252,00;

3. Koreksi perhitungan atas :
Inv.no.01/EXB-IFFS/2009, TGL. 24-02-2009, PEB NO. 013408, TGL. 24-02-2009. atas nama AGILITY FAIRS, SINGAPORE. Senilai 
Rp.300.000,00;

4. Pembayaran atas PPN :
• PPN keluaran invoice, nomor: 19-09-JL, tgl. 18-03-2009, atas nama NCBA sebesar Rp.860.096,00,

• PPN keluaran invoice, nomor: 44-09-JL, tgl. 31-07-2009, atas nama NCBA sebesar Rp.874.854,00,

5. Pembayaran atas piutang karyawan :
a. Pembayaran Piutang (Maryono) sebagai angsuran pembelian mebel pada KJUB Alis Tera Jaya yang uangnya/ pembayarannya dibayarkan 

ke kas Pemohon Banding sehingga dicatat sebagai angsuran kewajiban KJUB Alis Teara Jaya.;

b. Pembayaran Piutang (Agustono) ke KJUB Alis Teara Jaya yang uangnya/ dibayarkan kepada kasir Pemohon Banding, atas pembayaran 
tersebut maka Pemohon Banding mencatat sebagai angsuran kewajiban KJUB Alis Teara Jaya;
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6 18-03-2009 018-09-ML Mr. SAMUEL
7 18-03-2009 019-09-ML NCBA
8 18-03-2009 020-09-ML CCT TIMOR LESTE
9 31-03-2009 021-09-ML PINDY MULYA ABADI
10 08-06-2009 034-09-ML MS VONNY
11 31-07-2009 044-09-ML NCBA
12 13-07-2009 045-09-ML CCT TIMOR LESTE
13 31-07-2009 046-09-ML Mr. AL GOERTS
14 19-10-2009 059-09-ML FAISAL YUSUF
15 30-12-2009 080-09-ML CCT TIMOR LESTE
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Invoice/Faktur Penjualan kepada Cooperative Coffee Timor (CCT) - Timor Leste yaitu :

• FJ045-09-ML,tgl.31-07-2009,         
• FJ080-09-ML,tgl.30-12-2009,          
• FJ009-10-ML,tgl.05-02-2010,           
• FJ265-11-JE,tgl.08-12-2011, 
PEB.no.187872, tgl.06-12-2011,    
• FJ090-12-JE,tgl.12-11-2012,           
PEB.no.179623, tgl.24-11-2012,    
• Rekening Uang Muka Ekspor CCT –
Timor Leste, 
• Rekening Koran CIMB Niaga Pemohon Banding,
• Surat Pemberitahuan dari CCT Timor Leste atas kepemilikan rekeningnya,
• Desain gambar produk dan Purchasing Order dari CCT TTimor Leste,
• BM 070/IV/Niaga $/09, Tgl. 27-04-2009,
• BM 086/V/Niaga $/09, Tgl. 25-05-2009,
• BM 100/VI/Niaga $/09, Tgl. 16-06-2009,
• BM 105/VI/Niaga $/09, Tgl. 22-06-2009,
• BM 108/VI/Niaga $/09, Tgl. 25-06-2009,                                                    
• BM 136/VIII/Niaga $/09, Tgl. 10-08-2009,
• BM 140/VIII/Niaga $/09, Tgl. 18-08-2009,                                                  
• BM 143/VIII/Niaga $/09, Tgl. 24-08-2009,                                                    
• BM 156/IX/Niaga $/09, Tgl. 07-09-2009,                                                    
• BM 160/IX/Niaga $/09, Tgl. 14-09-2009,                                                    
• BM 163/IX/Niaga $/09, Tgl. 28-09-2009,                                                    
• BM 221/XII/Niaga $/09, Tgl. 15-12-2009,                                                    
• BM 224/XII/Niaga $/09, Tgl. 21-12-2009,                                                    
• BM 227/XII/Niaga $/09, Tgl. 28-12-2009;                                                 

bahwa Terbanding memberikan pendapat terkait hasil Uji Bukti sebagai berikut:

bahwa dalam uji bukti dapat diketahui Koreksi sebesar Rp. 3.788.561.117,00 merupakan uang muka dari CCT-Timor Leste, selama tahun 2009 
penjualan ke CCT-Timor Leste ditujukan ke alamat di Atambua, Nusa Tenggara Timur;

bahwa dalam uji bukti tidak diketemukan adanya bukti Purchase Order dari CCT-Timor Leste;

bahwa bukti realisasi pengiriman ekspor untuk tanggal 08-12-2011, tanggal 12-11-2012 dan tanggal 24-11-2012 tidak dapat diyakini apakah 
merupakan realisasi dari Uang Muka yang diterima pada tahun 2009 atau merupakan uang muka yang diterima tahun berikutnya;

bahwa Pemohon Banding memberikan pendapat terkait hasil Uji Bukti sebagai berikut:

bahwa Uang Muka dari CCT - Timor Leste senilai US$.382,530.04 equivalent  Rp. 3.788.561.117,00 adalah uang muka penjualan Ekpsor ke 
Cooperative Coffe Timor (Timor Leste).                                                                                                                    

Permasalahannya:   
bahwa untuk merealisasikan pengiriman atas barang ekpsor CCT pada waktu tahun 2009 dan awal 2010 mengalami kesulitan masuk ke negara Timor 
Leste, sehingga harus dibawa melalui darat dari Kupang, Nusa Tenggara Timur atas realisasi pengiriman tersebut oleh Pemohon Banding 
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putusan.mahkamahagung.go.id bahwa antara Pemohon Banding dan KJUB Alis Teara Jaya dan KJUB Puspetasari merupakan entitas yang berbeda yang mempunyai pembukuan dan 

pencatatan masing-masing;

bahwa sehingga Penghasilan di luar Usaha menurut Terbanding adalah sebesar Rp.532.949.252,00;

bahwa Pemohon Banding memberikan pendapat terkait hasil Uji Bukti sebagai berikut:

bahwa realisasi ekspor telah dilaporkan oleh masing-masing lembaga kepada KPP Pratama Klaten, adapun bukti dan rincian jumlahnya titipan 
pembayaran adalah sebagai berikut:

bahwa jadi menurut Pemohon Banding bahwa nilai sebasar Rp. 532.949.252,00 sebagai titipan pembayaran yang dikompensasikan dengan hutang 
piutang tersebut tidak termasuk DPP-PPN 10%;

3. Koreksi perhitungan atas :
Inv.no.01/EXB-IFFS/2009, TGL. 24-02-2009, PEB NO. 013408, TGL. 24-02-2009. atas nama AGILITY FAIRS, SINGAPORE. Senilai 
Rp.300.000,00;

Bukti yang diperiksa:
• Inv. 01/EXB-IFFS/2009, TGL. 24-02-2009.
• Surat no.S-65/WPJ.32/BD.06/2012.

bahwa Terbanding memberikan pendapat atas Hasil Uji Bukti sebagai berikut:

bahwa sesuai dengan uji materi untuk Invoice.01/EXB-IFS/2009 tanggal 24-02-2009 adalah sebagai berikut:

US$ Rupiah
12,669.91 150.011.734,40

bahwa Pemohon Banding memberikan pendapat atas Hasil Uji Bukti sebagai berikut:

US$ Kurs Rp. Jumlah
12,669.91 11.840 150.011.734,40

Menurut Terbanding 150.311.734,40
300.000,00

yang tercantum dalam surat no. S-65/WPJ.32/BD.06/2012, dari Kanwil DJP Jateng II (Rp150.311.734,40);

bahwa selisih Rp300.000,00 tersebut menurut Pemohon Banding bukan merupakan DPP PPN 10%;

4. Pembayaran atas PPN dengan nilai sebesar Rp. 1.734.950,00 yang terdiri dari :
• PPN keluaran invoice, nomor: 19-09-JL, tgl. 18-03-2009, atas nama NCBA sebesar Rp860.096,00,

• PPN keluaran invoice, nomor: 44-09-JL, tgl. 31-07-2009, atas nama NCBA sebesar Rp874.854,00,
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4 12-02-2009 010-09-ML PINDY MULYA ABADI
5 17-03-2009 017-09-ML JERRY CHAMBELERLAND
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6 Koreksi atas Reimbursement 
penggunaan Master Box

26.437.945 0 26.437.945

7 Koreksi atas Replacement Brass 
Hanger

2.054.400 0 2.054.400

8 Koreksi atas Reimbursement 
penggunaan Creates untuk pengiriman 
ekspor

2.098.250 0 2.098.250

9 Koreksi atas Reimbursement Air 
Freight & Ocean Freight Prepaid untuk 
pengiriman ekspor

367.949.713 0 367.949.713

10 Koreksi atas Reimbursement atas 
Tiketing Mr. Jon Lamb

3.078.000 0 3.078.000

11 Koreksi atas selisih jumlah nilai dalam 
FJ 028-09-JE

42.262.158 0 42.262.158

12 Koreksi atas Selisih nilai Penjualan 
Lokal

-198.616 0 -198.616

13 Koreksi atas Selisih kurs KMK dengan 
kurs Bank Indonesia

25.884.824 0 25.884.824

14 Uang Muka Penjualan Ekpor 3.788.561.117 0 3.788.561.117
Sub Jumlah 4.828.184.496 0 4.828.184.496

Jumlah 11.595.691.388 0 11.595.691.388

bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian di atas, ringkasan atas hasil pemeriksaan atas sengketa banding ini menurut Majelis adalah sebagai 
berikut:

N
o

Rincian Sengketa DPP PPN Jumlah menurut 
Terbanding (Rp)

Jumlah 
Dipertahankan 
Majelis (Rp)

Jumlah 
Dibatalkan 
Majelis (Rp)

1 Koreksi Negatif DPP PPN atas Ekspor 
menjadi Penjualan Lokal

(6.767.506.892) 0 (6.767.506.892)

2 Koreksi DPP PPN atas Penyerahan yang 
PPN-nya harus dipungut sendiri

11.595.691.388 0 11.595.691.388

Jumlah 4.828.184.496 0 4.828.184.496
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:

Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 43.428.163
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 170.843.788
PPN Kurang (Lebih) Bayar Rp (127.415.625)
Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Rp 632.120.460
PPN Yang Kurang (Lebih) Bayar Rp 504.704.835
Sanksi Administrasi
- Pasal 13 (2) UU KUP Rp 0
- Pasal 13(3) UU KUP Rp 504.704.835
PPN Yang Masih Harus (Lebih) Dibayar Rp 1.009.409.670

D
e
m
ik
ia
n 
di
p
ut
u
s 
di 
Ja
k
ar
ta 
b
er

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 46



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

d
as
ar
k
a
n 
m
u
s
y
a
w
ar
a
h 
Majelis II Pengadilan Pajak,
 
d
e
n
g
a
n 
s
u
s
u
n
a
n 
Majelis Hakim dan Panitera Pengganti sebagai berikut
 :

I
.
G.N.
 
Mayun Winangun,
 
S.H.,
 
L.L.M.

sebagai Hakim Ketua,

Drs.
 
Adi Wijono,
 
M.PKN.
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putusan.mahkamahagung.go.idsebagai Hakim Anggota,

Drs.
 
Bambang Basuki,
 
M.A.,
 
M.P.A.

sebagai Hakim Anggota,

Haryono,
 
Ak.,
 
M.A.

sebagai Panitera Pengganti,

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada sidang di luar tempat kedudukan di Yogyakarta 
oleh Hakim Ketua pada hari Kamis,
 
t
anggal
 
13
 
Februari
 
2014
 
dengan dihadiri oleh para Hakim 
Anggota,
 
Panitera Pengganti serta tidak dihadiri oleh Terbanding maupun Pemohon Banding.
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